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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) dalam Pemulihan Sosial Anak yang Berkonflik dalam Hukum”
Anak yang Berkonflik dengan hukum di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan dalam proses pembinaan, dan pemulihan sosial, di mana LPKA
memainkan peran penting dalam proses pembinaan dan pemulihan sosial bagi
ABH. Tidak adanya program rehabilitasi medis menjadi hal yang fatal dalam
proses pembinaan ABH kasus narkotika. Penelitian ini berfokus pada mengkaji
kewenangan LPKA dajam menangani ABH khususnya kasus narkotika, serta
kendala yang dibadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi medis dan
pemutihan scsial bagi ABH kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serla wawancara yang
menunjang hasii peniitian.Tujuan dari penclitian ini adalah untuk mengetahui
apakah hak-hak ABH telah terpemihi di LPKA dan untuk mengetahui apa saja
kendaia yarg diliadapi oleh LPKA dalam: menangani ABH kasus narkotika. Hasil
penelitian menunjukkan behwa LPKA sudah melaksanakan kewenangannya
berdasarkan UU 11/2012 tentang SPPA dan UU 3572009 tentang Narkotika. Serta
mengetahui behwa LPKA meaghadapi berbagsi kendala, seperti keterbatasan
anggaran serta fasilitas, sumber dsya inanusia, dan stigma masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan anak berhadapan dengan hukum merupakan tantangan
serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak-anak yang terlibat
dalam kasus hukum tidak hanya menghadapi risiko hukum tetapi juga
dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Untuk menangani
permasalahan ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran
yang sangat penting dalam proses rehabilitasi dan pemulihan sosial mereka.
LPKA bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan yang sesuai agar
anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.'

LPKA merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Berdasarkan Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga
Pembinaan Khusus Anak. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan
pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum, baik yang sedang
menjalani hukuman maupun dalam masa pemulihan sosial. Menurut

Perundang-Undangan tersebut, pendekatan terhadap anak harus Rehabilitasi.”

! Cohen, H.L. 2000. Social Recovery: The Importance Of Social Support Reintegration. Journal Of
Social Issues, 56(3), him. 23-45.

2 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Rawamangun, Jakarta,Sinar Grafika,
2016, hlm 33.



Anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak
adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.’
Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan,
sedangkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun
tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak adalah individu yang berada dalam fase perkembangan fisik, mental,
dan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan negara. Di
Indonesia, anak memiliki posisi yang istimewa dalam sistem hukum dan
sosial, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang
serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang
ideal. Sebagian dari mereka, karena berbagai faktor, terlibat dalam tindakan
yang melanggar memperhatikan prinsip perlindungan hak serta upaya hukum.

Anak-anak berhadapan dengan hukum ini memerlukan pendekatan yang

3 Andre Silalahi, Marlina, and Triyono Eddy, 4nalisis Hukum Terhadap Pembinaan Khusus Anak
Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Tesis Universitas Medan Area,
Medan, 2019, hlm 71.



berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, mengingat kondisi psikologis
dan sosial mereka yang masih dalam tahap perkembangan.*

LPKA adalah institusi yang dirancang khusus untuk mengakomodasi
kebutuhan anak yang sedang menjalani proses hukum, dengan tujuan utama
untuk mendukung pemulihan sosial mereka. Pemulihan sosial ini mencakup
berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan
reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-
prinsip dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
yang menggaris bawahi pentingnya perlindungan anak dalam sistem
peradilan.’

Peran LPKA dalam pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum
sangat penting, karena mereka tidak hanya dipandang sebagai pelaku
kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari kondisi sosial yang tidak
mendukung. Di LPKA, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk belajar
dan berkembang, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan
kemampuan dan sikap yang lebih positif. Program-program yang
dilaksanakan di LPKA meliputi pendidikan formal, pelatihan vokasional,
serta kegiatan rekreasi dan bimbingan keagamaan. Semua ini bertujuan untuk
mengembangkan potensi anak-anak tersebut dan mempersiapkan mereka
untuk hidup yang lebih baik setelah mereka menyelesaikan masa pidana

mereka.

* Auhad Jauhari, Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial
Anak Penyandang Disabilitas, ITIMAIY A Journal of Social Science Teaching 1(1), 2017, hlm 38.
> Banias Sariadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Integrasi Klien Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum, Innovative, Journal of Social Science Research 3(4), 2023, him 9257.



Dalam pelaksanaan tugasnya, didalam Peraturan Metri Nomor 18 Tahun
2015 tentang tata organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) masih menghadapi sejumlah kekurangan mengenai program
rehabilitasi untuk anak yang tersangkut dengan kasus narkotika baik sebagai
pemakai sekaligus penyalahguna atau hanya sebagai penyalahguna,
minimnya program rehabilitasi medis untuk anak yang tersangkut dengan
kasus tersebut. Sedangkan sebagian besar kasus yang ada di LPKA adalah
kasus anak yang bermasalah dengan narkotika, yang mana pada awalnya
sebagai pengguna kemudian menjadi penyalahguna narkotika. Seharusnya
menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Tantangan lain dalam menjalankan fungsi LPKA tidaklah sedikit, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, serta
stigma negatif masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum sering
kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemulihan sosial.® Selain
itu, koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penanganan anak, seperti
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, sering
kali masih kurang optimal. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan
tugas LPKA dalam mengembalikan anak-anak ke jalur kehidupan yang

positif.

S Titania Aurera Larasati, Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial, Jurnal hukum pidana dan penanggulangan
kejahatan,2020, 9(1), hlm 2775.



Dalam konteks ini, kajian mengenai kewenangan Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dalam pemulihan sosial anak
berhadapan dengan hukum menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana LPKA
mampu menjalankan peranannya dalam konteks hukum dan sosial di
Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi
berbagai kendala yang dihadapi oleh LPKA serta memberikan rekomendasi
yang konstruktif untuk peningkatan kinerja lembaga ini. Dengan demikian,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya
pembinaan anak berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat kembali
ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif.

Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan aspek
penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia.” LPKA, sebagai lembaga
yang bertanggung jawab atas pembinaan khusus anak, memiliki peran vital
dalam memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum dapat
menjalani rehabilitasi yang efektif dan kembali ke masyarakat sebagai
individu yang lebih baik.

Kewenangan LPKA dalam pemulihan sosial anak diatur dalam beberapa
peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan

tata kerja lembaga pembinaan khusus anak. Dalam UU SPPA dan PERMEN,

" Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiyono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan
dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia, 1(3), 2020, hlm 331-342.



LPKA memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya membina anak-anak dari
segi hukum tetapi juga dari segi sosial. Tujuan utama dari pembinaan ini
adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum
dapat menjalani proses pemulihan sosial, yang meliputi aspek mental,
emosional, dan sosial, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan
kemampuan yang memadai untuk hidup secara produktif .*

Implementasi peraturan terkait pemulihan sosial oleh LPKA menjadi
perhatian penting, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh
lembaga ini. Selain itu, penting juga untuk mencermati efektivitas
implementasi dan peran LPKA dalam rangka pemulihan sosial anak. Dalam
beberapa kasus, pelaksanaan program pemulihan sosial masih belum optimal,
baik karena kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan anak-anak yang
bersangkutan maupun terbatasnya dukungan program rehabilitasi yang
komprehensif. Latar belakang ini menyoroti perlunya kajian lebih mendalam
mengenai kewenangan LPKA dalam pemulihan sosial anak, serta bagaimana
peraturan yang ada diimplementasikan dalam praktik. Pemahaman yang lebih
baik tentang isu ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi langkah
langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan utama pemulihan sosial anak

dapat tercapai dengan lebih efektif.’

B. Rumusan Masalah

B R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ,Rawamangun, Jakarta, Sinar Grafika,
2016, hlm 45.

% Ibid.



Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka
yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap
anak berhadapan dengan hukum khususnya kasus narkotika baik sebagai
pengguna maupun sebagai penyalahguna dalam kehidupan sosial
bermasyarakat ?

2. Bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menghadapi kendala
dalam menjalankan program rehabilitasi medis dan pemulihan sosial anak
yang behadapan dengan hukum khususnya kasus narkotika baik sebagai

pengguna maupun sebagai penyalahguna ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) terhadap anak berhadapan dengan dalam hukum khususnya
kasus narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai penyalahguna dalam
kehidupan sosial.

2. Untuk mengidentifikasi dan menelaah cara Lembaga Pemasyarakatan Khusus
Anak (LPKA) menghadapi kendala dalam menjalankan program rehabilitasi
medis dan pemulihan sosial anak berhadapan dengan dalam hukum
khususnya kasus narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai

penyalahguna.

D. Manfaat Penelitian



Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Pengembangan [lmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan
sistem peradilan anak dan pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum
di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih
lanjut dalam bidang hukum anak, pemasyarakatan, serta kebijakan pemulihan
sosial.'
b. Penyempurnaan Kebijakan

Penelitian ini dapat membantu dalam penyempurnaan kebijakan dan
regulasi yang terkait dengan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus
Anak (LPKA), terutama dalam konteks pemulihan sosial anak berhadapan

dengan hukum.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi LPKA
dalam meningkatkan kualitas program pemulihan sosial bagi anak
berhadapan dengan hukum, sehingga lebih efektif dan sesuai dengan
kebutuhan anak.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

19 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rawamangun, Jakarta, Sinar Grafika,
2016, hlm 45.



10

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan
dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung
pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum, termasuk perbaikan dalam
sistem peradilan anak."

c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya peran LPKA dalam rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum
dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pemulihan
sosial anak.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat diharapkan memenuhi persyaratan bagi penulis untuk

menyelesaikan studi di program sarjana strata satu Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian merupkan bingkai penelitian, yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan
membatasi area penelitian.””  Penulis akan membatasi ruang lingkup

penelitian dengan berfokus kepada kewenangan LPKA melalui peraturan dan

' Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 79.

12 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum.Jakarta, Grafindo Persada, 2011, hlm,11.
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kebijakan serta kewenangan LPKA dalam pemulihan sosial anak berhadapan

dengan hukum.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4
(empat) ciri, yaitu (a) teori teori hukum, (b) asas asas hukum, (c) doktrin
hukum, dan (d) wulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan
kekhususannya.” Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu
penelitian tersebut, adalah teori teori hukum yang telah dikembangkan oleh
para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan."* Adapun teori yang
digunakan dalam penelitian ini ialah :
1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai
hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal
dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan
eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa
wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan."

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 79.
“ Ibid.
5 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 78.



12

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang
(rechtsbevoegdheden)." Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum
publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang
membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam
rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat- akibat hukum.
Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid
wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden
door  publiekrechtelijke  rechtssubjecten in  het  bestuurechttelijke
rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang
pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik"’.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan
kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan
tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.
Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan tertentu dalam hukum administrasi Negara wewenang pemerintahan

16 M. Hadjon Philip, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Bandung,
Citra Aditya Bakti, 1994, him. 65.

"Irfan ~ Fachruddin, = Pengawasan  Peradilan  Administrasi Terhadap Tindakan
Pemerintah .Bandung Alumni, 2004, him 4.
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yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-
cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat."®

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevogdheid) di deskripsikan
sebagai kekuasaan hukun (rechtsmacht).” Jadi dalam Teori ini berguna untuk
melihat kewenangan LPKA dalam segi Perundangan-Undangan. Alasan
penulis menggunakan teori kewenangan adalah karena Teori kewenangan
memberikan kerangka untuk memahami bagaimana Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA. Pemahaman tentang
kewenangan LPKA penting untuk menganalisis batasan dan tanggung jawab
lembaga dalam proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum
diindonesia.
2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan
yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus
bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat
ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa
Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah,

'8 Khazanah, Bagir Manan, Jurnal llmu Hukum 2(2), Universitas Padjajaran, 2015, Him 627-633.
' Philipus M. Hadjon, Pengkajian llmu Hukum Dogmatik (normative), Yuridika, 8(1), 1994, him
5-7.
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undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan
atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau
vonis.”

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari
fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang
dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum. Menurut Satjito
Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.?!

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya
sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan
terhadap kaum pria maupun wanita.”? Indonesia sebagai negara hukum
berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap
warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan
melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya

sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan

2 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jakarta, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan, 2017, hlm 595.

2! Satjito Rahardjo, /lmu Hukum, Bandung, Citra Aditya, 2014, him 74.

2 Saut P. Panjaitan, Dasar Dasar llmu Hukum.Jakarta, Erlangga, 2021, hlm 42.



15

yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan
bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang
dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang
tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan
manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada
dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam
masyrakat.” Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari
kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan,
dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan,
penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti
mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa
kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga
mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap
orang yang lebih lemah.* Dengan demikian, perlindungan hukum dapat
diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan
pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala
daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga
pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan

dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

» Syamsul Arifin and Zaini Munawir, Pengantar Hukum Indonesia Medan, Medan Area
University Press, 2015, hlm 5-6.

# Jimly Asshiddiqi dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Sekretariat
Jnedral dan Kepaniteraan MK Ri,1(2), 2006, him12.
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sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.”

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap
kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga
masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai
makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang
menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan
bersama.”® Alasan penulis menggunakan teori ini karena teori perlindungan
hukum berguna untuk meninjau apakah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) telah memenuhi Hak anak dalam pembinaan dan perlindungan sesuai
dengan tujuan dan fungsi LPKA.

3. Teori Pemulihan Sosial

Teori pemulihan sosial adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang
berfokus pada proses pemulihan atau perbaikan kondisi sosial individu atau
kelompok setelah mengalami kerusakan atau krisis. Pemulihan sosial adalah
proses yang bertujuan untuk mengembalikan anak-anak yang berkonflik

dengan hukum ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat dan produktif.

PKarina Widi Kusuma, Pramita Pranigtyas, Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa
Ekspedisi Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Jasa Ekspedisi, Jurnal Notarius, 15(1), 2017,
hlm 522

% Bashir, M. Perlindungan Hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum di Indonesia, Jurnal
Hukum dan Keadilan, 6(2), him 123-140.
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Ini melibatkan perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, dan
pembangunan karakter yang positif.?’

Menurut Harlon L. Cohen, pemulihan sosial melibatkan proses
reintegrasi individu ke dalam masyarakat setelah mengalami situasi krisis.
Proses ini memerlukan dukungan dari lingkungan sosial dan layanan yang
memadai.®® C. Wright Mills menyatakan bahwa pemulihan sosial tidak hanya
berfokus pada individu, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang
lebih luas. Faktor-faktor struktural dalam masyarakat harus diperhatikan

dalam proses pemulihan.”

Teori ini sering digunakan dalam konteks
rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dukungan terhadap individu atau
komunitas yang terkena dampak bencana, konflik, atau ketidakadilan sosial.
Alasan penulis menggunnakan teori pemulihan sosial karena penulis
menekankan pentingnya rehabilitasi bagi anak berhadapan dengan hukum.
Dalam konteks skripsi ini, analisis terhadap program-program rehabilitasi
medis dan pemulihan sosial yang dijalankan oleh LPKA menjadi sangat

relevan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang

tepat untuk kembali ke masyarakat.

" Dwi Zumrotun Adawiyah, Pemulihan Psikososial Melalui Pendekatan Spiritual Pada Korban
Perdagangan Orang Di Balai Rehabilitasi Social Watunas Mulya Jaya Jakarta. Tesis, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2020,hlm 454.

% Cohen, H.L. Social Recovery : The Importance Of Social Support In Reintegration, Journal Of
Social Issues , 56 (3) , 2000, him 395-414.

» Mils, C. W. The Socialogical Imagination, Oxford University Press, 1959, hlm 212.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dalam pemulihan sosial
anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini juga mengkaji penerapan
hukum dalam praktik, serta efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kewenangan tersebut.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute
Approach) Pendekatan ini berguna untuk mengkaji peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan tata kerja LPKA, dan undang undang sistem
peradilan anak, khususnya yang mengatur kewenangan dan fungsi LPKA.
3. Bahan Penelitian
Pengelolahan dan analisis data pada dasarnya sangat bergantung pada jenis
data yang digunakan. Dalam penelitian normatif, yang hanaya berfokus pada
data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier, proses pengelolahan dan analisis bahan hukum tersebut
tidak dapat dipisahkan dari berbagai metode penafsiran yang ada dalam

disiplin ilmu hukum.*

30 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Rajawali Pub, 2008, hlm.166.
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat secara hukum?®. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak, Peraturan Mentri
Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA, serta
Undang  Undang Nomor 11  Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, dan peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang
Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan
pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang membantu
dalam memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan
sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui :

a. Studi Dokumen

3 Saut P. Panjaitan, Dasar Dasar Ilmu Hukum Jakarta, Erlangga, 2021, hlm 147
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Mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum seperti undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen terkait
lainnya.

b. Wawancara

Untuk menunjang bahan yang di perlukan, Penelitian ini akan
melakukan wawancarasecara terstruktur (guided Interview) dengan pejawab
LPKA sebagai narasumber. Penentuan narasumber dilakukan melalui teknik
Purposive sampling atas dasar jabatannya, pengetahuannya, dan
pengalamannya. Wawancara dilakukan secara mendalam (In-depth Interview)
dengan menggunakan kuesioner yang bersifat terbuka (Open quisioneir)
wawancara dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang berkaitan
dengan penelitian ini.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan yang cocok untuk penelitian ini adalah
Metode Analisis Kualitatif adalah menginterpretasikan data dengan cara
mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis isi dari bahan hukum yang
diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini
dilakukan dengan mengaitkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori,

dan fakta yang relevan dengan penelitian.*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

32 Khazanah, Bagir Manan, Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), Universitas Padjajaran,2015, Him 627-633.
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Metode penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan adalah metode
deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif adalah proses penalaran
logika yang digunakan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan premis-
premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini berfungsi untuk
menerapkan aturan umum pada kasus atau situasi khusus. Kemudian
dijelaskan bahwa untuk penarikan kesimpulan secara dedukif biasanya
memakai pola pikir yang disebut syllogisme, dan sollygisme ini tersusun dari
dua buah pernyataan (premise) dan sebuah kesimpulan (konklusi). *

Alasan penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan tersebut
adalah karena mengikuti struktur logis yang sistematis, yaitu:

Premis Umum: LPKA memiliki tanggung jawab untuk membina anak
berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang
menekankan rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.

Observasi Khusus: Dalam praktiknya, banyak anak berhadapan dengan
hukum menghadapi tantangan yang signifikan, seperti kurangnya program
rehabilitasi yang sesuai dan stigma sosial bermasyarakat.

Kesimpulan: Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemulihan
sosial anak, perlu ada kajian mendalam mengenai kewenangan LPKA dan
implementasi program-program yang ada

Dalam penarikan kesimpulan ini, premis umum tentang tanggung
jawab LPKA mendasari pengamatan khusus mengenai tantangan yang

dihadapi, lalu mengarah pada kesimpulan tentang perlunya evaluasi dan

33 Agus Suyitno, Induktif, Deduktif, dan Abduktif, Tesis Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2018, hlm 4
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perbaikan. Jika premis yang lebih umum benar, maka kesimpulan yang
ditarik juga valid. Ini mencerminkan proses deduktif, di mana kesimpulan

diambil dari premis yang lebih umum ke situasi spesifik**.

3 Agus Suyitno, Induktif, Deduktif, dan Abduktif, Tesis Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2(5), 2018, hlm 4
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